BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 46 TAHUN 2009
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM "TIRTO PANGURIPAN” KABUPATEN KENDAL

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

a. bahwa untuk mewujudkan mekanisme pengawasan

1.

perusahaan yang berkualitas dan akuntabel serta didukung
oleh sumber daya manusia yang profesional, kredibel, dan
kompeten sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja
Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” Kabupaten
Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun
2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan
Daerah Air Minum ”Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal
dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang
sehingga perlu diadakan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46
Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan
Daerah Air Minum ”Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal;

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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10.

11.

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4371);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di JawaTimur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah
Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11
Seri B No.1l) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008
Nomor 3 Seri E No.2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan  Urusan
Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008
tentang Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan”
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8
Seri E No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan
Daerah Air Minum ”Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 6
Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 131);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal
Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2010 Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 55);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
"Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 46 Seri E No. 40);
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KENDAL NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM ”TIRTO PANGURIPAN” KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 46
Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan
Daerah Air Minum ”Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 46 Seri E No. 40)
diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 2 dan angka 3 disisipkan 2 (dua) angka yakni
angka 2a dan angka 2b, dan ketentuan angka 10 diubah
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Kepala Daerah Kabupaten Kendal.

2a. Bagian adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam Sekretariat Daerah.

2b. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD
adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dari
usaha milik Daerah selain Perusahaan Daerah Air Minum,
Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat.

3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut
PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto
Panguripan” Kabupaten Kendal.

4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM “Tirto
Panguripan” Kabupaten Kendal.

5. Direksi adalah Direksi PDAM “Tirto Panguripan” Kabupaten
Kendal.

6. Pegawai adalah pegawai PDAM “Tirto Panguripan”
Kabupaten Kendal yang diangkat dan diberhentikan oleh
Direksi.

7. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang
dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah
dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun
buku tertentu.

8.Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih yang
diperuntukkan bagi Dewan Pengawas, Direksi, pegawai, dan
pembina.

9.Logo adalah gambar, tulisan, dan lambang yang
mengandung makna dan melambangkan/mencitrakan
khusus Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan”
Kabupaten Kendal.
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10.Jasa pengabdian adalah penghargaan yang diberikan
kepada Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang habis
masa jabatannya, berhenti, atau diberhentikan dengan
hormat, berupa uang penghargaan dan emas.

11. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Kendal.

2. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 3 (tiga) BAB yakni
BAB XI A, BAB XI B, dan BAB XI C yang berbunyi sebagai
berikut :

BAB XI A
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Unsur Dewan Pengawas
Pasal 35A

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati atas usulan
dari Kepala Bagian.

(2) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pejabat
pemerintah daerah diusulkan setelah melalui persetujuan
Bupati.

(3) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur
profesional dan pelanggan diusulkan setelah melalui
tahapan fit and proper test.

(4) Fit and proper test sebagaimana dimaksud ayat (2)
dilaksanakan oleh Tim Penguji yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Penguji
Pasal 35B

(1) Untuk melaksanakan fit and proper test calon anggota
Dewan Pengawas, Bupati membentuk Tim Penguji yang
berjumlah ganjil dengan keanggotaan paling sedikit 3 (tiga)
orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang kompeten
dalam pembinaan BUMD.

(2) Penentuan jumlah anggota Tim Penguji sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

(3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang menentukan materi yang diujikan, dan tata

cara pelaksanaan pengujian yang mencerminkan
kompetensi dan profesionalisme yang memadai.

Bagian Ketiga
Mekanisme Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dari
Unsur Profesional dan/atau Pelanggan
Pasal 35C

(1) Bupati melalui Kepala Bagian mengumumkan lowongan
anggota Dewan Pengawas melalui :

a. media massa elektronik;
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media cetak setempat;

papan pengumuman Pemerintah Daerah;

papan pengumuman PDAM;

papan pengumuman Sektretariat Daerah; dan/atau

mo a0 o

surat edaran yang ditujukan kepada Satuan Kerja

Perangkat Daerah/instansi lainnya masyarakat.

(2) Dalam jangka waktu yang ditentukan, pelamar calon
Dewan Pengawas mengajukan lamaran secara tertulis yang
ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Bagian melalui kantor
pos setempat dengan dilampiri persyaratan yang telah
ditentukan.

(3) Bupati melalui Kepala Bagian melaksanakan seleksi
administrasi terhadap berkas yang diajukan oleh pelamar
calon anggota Dewan Pengawas.

(4) Terhadap pelamar calon Dewan Pengawas yang memenuhi
syarat administrasi dilaksanakan fit and proper test oleh
Tim Penguji.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi Calon
Dewan Pengawas ditetapkan dalam pengumuman
lowongan.

Bagian Keempat
Pengusulan Calon Dewan Pengawas
Pasal 35D
(1) Calon anggota Dewan Pengawas yang berhak diusulkan
kepada Bupati untuk menjadi anggota Dewan Pengawas

adalah calon anggota Dewan Pengawas yang lulus fit and
proper test, kecuali dari unsur pejabat pemerintah daerah.

(2) Pengusulan terhadap calon anggota Dewan Pengawas yang
lulus fit and proper test sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Kepala Bagian dengan dilampiri :

a. Berita Acara Hasil Seleksi Persyaratan Calon Dewan
Pengawas;

b. Berita Acara Hasil Penilaian Calon Dewan Pengawas;
dan

c. Daftar nilai Calon Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Pengarsipan Dokumen Anggota Dewan Pengawas
Pasal 35E

Arsip berkas lamaran calon anggota Dewan Pengawas yang
diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, dan Keputusan
Pengangkatan Dewan Pengawas disimpan oleh Kepala Bagian
melalui Sekretariat Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Larangan
Pasal 35F

Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan
pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat
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menimbulkan  benturan  kepentingan dan  berpotensi
merugikan PDAM.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Dewan Pengawas
Pasal 35G

(1) Dewan Pengawas berhenti karena :
a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
b. meninggal dunia.

(2) Dewan Pengawas diberhentikan karena :

. permintaan sendiri;

. reorganisasi;

kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;

. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;

tidak dapat melaksanakan tugasnya;

melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan/atau

. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan
dengan kepentingan Daerah atau Negara;

o0 T

(3) Ketentuan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e, didasarkan pada
pertimbangan :

a. karena kesehatannya tidak lagi memungkinkan untuk
dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan
hasil pemeriksaan dari dokter atau rumah sakit;
dan/atau

b. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 35H

(1) Dewan Pengawas yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7G ayat (1) dan ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dan ayat (3) huruf a,
diberhentikan dengan hormat.

(2) Dewan Pengawas yang telah terbukti memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7G ayat (2) huruf f
dan huruf g, dan/atau ayat (3) huruf b, diberhentikan
tidak dengan hormat.

BAB XIB
TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Anggota Dewan Pengawas yang
Masa Jabatannya Berakhir
Pasal 351

(1) Tata cara pemberhentian Dewan Pengawas yang
disebabkan karena masa jabatannya berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35G ayat (1) huruf a, diatur sebagai
berikut :
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a. paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatannya
berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan,
harus sudah memberitahukan kepada Bupati melalui
Kepala Bagian disertai dengan Keputusan Bupati
tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai
anggota Dewan Pengawas.

b. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik
diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Kepala Bagian
melakukan penelitian atas dokumen administrasi
tersebut.

c. hasil penelitian atas dokumen administrasi sebagaimana
dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara.

d. berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana
dimaksud pada huruf c, paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir,
Kepala Bagian mengajukan usulan Pemberhentian
Dewan Pengawas kepada Bupati.

e. Bupati menandatangani Keputusan Bupati tentang
Pemberhentian dengan hormat yang bersangkutan
sebagai Anggota Dewan Pengawas karena Masa
Jabatannya Berakhir.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, harus sudah disampaikan kepada anggota Dewan
Pengawas yang bersangkutan, paling lambat 7 (tujuh) hari,
sebelum masa jabatannya berakhir.

Bagian Kedua
Anggota Dewan Pengawas yang Meninggal Dunia
Pasal 35J

(1) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang

disebabkan karena meninggal dunia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3G ayat (1) huruf b, diatur sebagai
berikut :

a. keluarga/ahli waris anggota Dewan Pengawas yang
bersangkutan dan/atau pejabat  pada  PDAM,
menyampaikan surat kematian yang diterbitkan oleh
pejabat yang berwenang, kepada Bupati melalui Kepala
Bagian disertai dengan Keputusan Bupati tentang
Pengangkatan  Anggota Dewan Pengawas yang
bersangkutan.

b. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Bagian melakukan penelitian atas dokumen
administrasi tersebut.

c. hasil penelitian atas dokumen administrasi sebagaimana
dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara;

d. berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian atas dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c,
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima surat
tersebut, Kepala Bagian mengajukan usulan
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Pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota
Dewan Pengawas kepada Bupati.

e. Bupati Keputusan Bupati tentang Pemberhentian
dengan Hormat orang yang bersangkutan sebagai
anggota Dewan Pengawas karena Meninggal Dunia.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, disampaikan kepada ahli waris yang berhak
menerimanya bersamaan dengan pemberian uang duka
dan jasa pengabdian.

Bagian Ketiga
Anggota Dewan Pengawas yang Diberhentikan atas
Permintaan Sendiri
Pasal 35K

(1) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang

disebabkan karena atas permintaan sendiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35G ayat (2) huruf a, diatur sebagai
berikut :

a. Dewan Pengawas yang bersangkutan atau orang yang
diberi kuasa, menyampaikan surat pengunduran diri
sebagai anggota Dewan Pengawas kepada Bupati melalui
SKPD dengan dilampiri :

1) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang
bersangkutan sebagai Dewan Pengawas;

2) Surat Kuasa Khusus di atas kertas bermeterai cukup,
dalam hal anggota Dewan Pengawas memberikan
kuasa pada orang lain; dan

3) alasan pengunduran diri.

b. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Bagian melakukan :

1) penelitian atas dokumen administrasi tersebut; dan

2) penelitian terhadap kemungkinan dampak yang
ditimbulkan terhadap kelangsungan operasional dan
usaha PDAM, apabila permohonan pengunduran diri
tersebut diterima atau ditolak.

c. dalam hal permohonan pengunduran diri sebagaimana
dimaksud pada huruf a diterima, paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah diterima surat permohonan
pengunduran diri tersebut, Kepala Bagian mengajukan
usulan Pemberhentian anggota Dewan Pengawas kepada
Bupati.

d. Bupati menandatangani Keputusan Bupati tentang
Pemberhentian dengan Hormat orang yang
bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atas
Permintaan Sendiri.

e. Bupati menandatangani Keputusan Bupati tentang
Pemberhentian dengan Hormat orang yang
bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atas
Permintaan Sendiri.
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Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas
yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa,
bersamaan dengan pemberian jasa pengabdian.

Bagian Keempat
Anggota Dewan Pengawas yang Diberhentikan
karena Reorganisasi
Pasal 35L

Tata cara pemberhentian Dewan Pengawas yang
disebabkan karena adanya reorganisasi pada PDAM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35G ayat (2) huruf b,
diatur sebagai berikut :

a. Anggota Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati
melalui Kepala Bagian mengenai adanya reorganisasi
pada PDAM, disertai dengan dasar hukum dan
analisisnya;

b. berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang
reorganisasi PDAM, Kepala Bagian melakukan :

1) pengkajian dan penelitian atas dokumen tersebut; dan

2) pengakajian dan penelitian terhadap kemungkinan
dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan
operasional dan wusaha PDAM, berkaitan dengan
adanya reorganisasi PDAM dan dampak yang
mungkin timbul apabila anggota Dewan Pengawas
diberhentikan.

c. berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian
sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling lambat 30
(tiga puluh) hari setelah diterima surat pemberitahuan
dari anggota Dewan Pengawas, Kepala Bagian
memberikan pertimbangan kepada Bupati.

d. Bupati menandatangani Keputusan Bupati tentang
Pemberhentian dengan Hormat yang bersangkutan
sebagai anggota Dewan Pengawas karena Reorganisasi
PDAM.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
huruf d disampaikan kepada Dewan Pengawas yang
bersangkutan atau orang yang diberi kuasa, bersamaan
dengan pemberian jasa pengabdian.

Bagian Kelima

Anggota Dewan Pengawas yang Diberhentikan karena
Kedudukan sebagai Pejabat Pemerintah Daerah
Telah Berakhir
Pasal 35M
Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang
disebabkan karena kedudukannya sebagai pejabat

pemerintah daerah telah berakhir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35G ayat (2) huruf c, diatur sebagai berikut :

a. Anggota Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati
melalui  Kepala  Bagian mengenai  berakhirnya
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kedudukan sebagai pejabat pemerintah daerah, disertai
dengan dasar hukum dan analisisnya.

b. berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang
reorganisasi PDAM, Kepala Bagian melakukan :

1) pengkajian dan penelitian atas dokumen tersebut; dan

2) pengakajian dan penelitian terhadap kemungkinan
dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan
operasional dan wusaha PDAM, berkaitan dengan
berakhirnya kedudukan sebagai pejabat pemerintah
daerah dan dampak yang mungkin timbul apabila
Dewan Pengawas diberhentikan.

c. berdasarkan  hasil = pengkajian dan = penelitian
sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling lambat 30
(tiga puluh) hari setelah diterima surat pemberitahuan
dari anggota Dewan Pengawas, Kepala Bagian
memberikan pertimbangan kepada Bupati.

d. Bupati menandatangani Keputusan Bupati tentang
Pemberhentian dengan Hormat orang yang
bersangkutan sebagai Dewan Pengawas karena
kedudukannya sebagai pejabat pemerintah daerah telah
berakhir.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas
yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa,
bersamaan dengan pemberian jasa pengabdian.

Bagian Keenam
Anggota Dewan Pengawas yang Diberhentian karena
Mencapai Batas Usia 65 (Enam
Puluh Lima) Tahun
Pasal 35N

Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang
disebabkan karena mancapai batas usia 65 (enam puluh
lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35G ayat
(2) huruf d, diatur sebagai berikut :

a. Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan atau
Kepala Bagian menyampaikan surat pemberitahuan
bahwa anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan
telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun kepada
Bupati disertai dengan :

1) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang
bersangkutan sebagai Dewan Pengawas; dan

2) Akta  kelahiran atau ijasah sebagai dasar
pengangkatan Dewan Pengawas yang bersangkutan;

b. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Bagian melakukan pengkajian dan penelitian
atas dokumen administrasi tersebut.

c. hasil pengkajian dan penelitian atas dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b,
dituangkan dalam Berita Acara.
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d. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢, Kepala Bagian mengajukan usulan
Pemberhentian dengan hormat Dewan Pengawas yang
bersangkutan kepada Bupati.

e. Bupati menandatangani Keputusan Bupati tentang
Pemberhentian dengan Hormat orang yang
bersangkutan sebagai Dewan Pengawas karena telah
mencapai Batas Usia 65 (enam puluh lima) Tahun.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, disampaikan kepada Dewan Pengawas yang
bersangkutan atau orang yang diberi kuasa, bersamaan
dengan pemberian jasa pengabdian.

Bagian Ketujuh
Anggota Dewan Pengawas yang Diberhentian
karena Tidak Dapat Melaksanakan Tugas
Paragraf 1
Anggota Dewan Pengawas yang Diberhentikan
karena Alasan Kesehatan
Pasal 350

(1) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang
disebabkan karena alasan/pertimbangan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35G ayat (3) huruf a,
diatur sebagai berikut :

a. Dalam hal pengajuan pemberhentian dilakukan oleh
anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan atau orang
yang diberi kuasa, diatur sebagai berikut :

1) Dewan Pengawas yang bersangkutan atau orang yang
diberi kuasa menyampaikan surat permohonan
pengunduran diri sebagai anggota Dewan Pengawas
kepada Bupati melalui Kepala Bagian dilampiri
dengan :

a) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang
bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas;

b) Surat Kuasa Khusus di atas kertas bermeterai
cukup, dalam hal anggota Dewan Pengawas
memberikan kuasa pada orang lain; dan

c) Surat Keterangan keadaan kesehatan anggota
Dewan Pengawas yang bersangkutan dari Dokter
pemerintah yang ditunjuk/berwenang.

2) berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1),
Kepala Bagian melakukan :

a) pengkajian dan  penelitian atas dokumen
administrasi tersebut; dan

b) pengecekan secara fisik keadaan kesehatan anggota
Dewan Pengawas yang bersangkutan.

3) hasil pengkajian dan penelitian atas dokumen
administrasi serta hasil pengecekan secara fisik
sebagaimana dimaksud pada angka 2), dituangkan
dalam Berita Acara.
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4) dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
angka 1) diterima, paling lambat 1 (satu) bulan setelah
diterima surat permohonan pengunduran diri
tersebut, Kepala Bagian mengajukan wusulan
Pemberhentian dengan hormat anggota Dewan
Pengawas yang bersangkutan kepada Bupati.

b. Dalam hal pengajuan pemberhentian oleh Kepala
Bagian diatur sebagai berikut :

1) Kepala Bagian menyampaikan surat
pemberitahuan/nota dinas terkait keadaan kesehatan
anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan kepada
Bupati disertai dengan :

a) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang
bersangkutan sebagai Dewan Pengawas;

b) Surat Keterangan Keadaan Kesehatan Dewan
Pengawas yang bersangkutan dari Dokter
pemerintah yang ditunjuk/berwenang; dan

c) Berita Acara Hasil Pengkajian dan Penelitian atas
dokumen administrasi serta pengecekan secara fisik
keadaan kesehatan Dewan Pengawas yang
bersangkutan.

3) Berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2),
Kepala Bagian melakukan pengkajian dan penelitian
atas dokumen administrasi tersebut.

4) Hasil pengkajian dan penelitian atas dokumen
administrasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara.

5) Berdasarkan Berita Acara tersebut, Kepala Bagian
mengajukan usulan Pemberhentian dengan hormat
anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan kepada
Bupati.

c. berdasarkan usulan pemberhentian dari Kepala Bagian,
Bupati menandatangani Keputusan Bupati tentang
Pemberhentian dengan Hormat yang bersangkutan
sebagai anggota Dewan Pengawas karena alasan
kesehatan.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Dewan Pengawas yang bersangkutan
atau orang yang diberi kuasa, bersamaan dengan
pemberian jasa pengabdian.

Paragraf 2

Dewan Pengawas yang Diberhentikan karena dipidana
berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 35P

(1) Tata cara pemberhentian Dewan Pengawas yang
disebabkan karena terbukti dihukum pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap/final, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35G ayat (3) huruf b, diatur sebagai berikut :
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a. berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) Kepala
Bagian melakukan penelitian atas Putusan Pengadilan
tersebut.

b. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dituangkan dalam Berita Acara.

c. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada
huruf b, Kepala Bagian melaporkan dan memberikan
pertimbangan kepada Bupati.

d. Berdasarkan laporan dan pertimbangan Kepala Bagian,
Bupati menandatangani Keputusan Bupati tentang
Pemberhentikan dengan tidak hormat anggota Dewan
Pengawas yang bersangkutan.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas
yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa.

Dalam hal Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d tidak dapat disampaikan kepada anggota
Dewan Pengawas secara langsung atau kepada orang yang
diberi kuasa, maka Keputusan Bupati tersebut
disampaikan kepada salah satu anggota keluarganya.

Bagian Kedelapan

Anggota Dewan Pengawas yang Diberhentikan karena Terbukti

(1)

Terlibat atau Melakukan Tindakan yang Merugikan PDAM
Pasal 35Q

Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang
diberhentikan karena terbukti terlibat atau melakukan
tindakan yang merugikan PDAM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3G ayat (2) huruf {, diatur sebagai berikut :

a. berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
aparat Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Daerah,
pengawas fungsional lainnya, dan/atau hasil audit dari
lembaga audit/akuntan publik independen yang
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, Kepala Bagian
melakukan :

1) pengkajian dan penelitian atas hasil pemeriksaan
tersebut; dan

2) pemeriksaan kepada anggota Dewan Pengawas yang
bersangkutan.

b. hasil pengkajian dan penelitian atas hasil pemeriksaan
aparat Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Daerah,
pengawas fungsional lainnya, dan/atau hasil audit dari
lembaga audit/akuntan publik independen yang
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah serta hasil
pemeriksaan kepada anggota Dewan Pengawas yang
bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dituangkan dalam Berita Acara.
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c. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada
huruf b, Kepala Bagian melaporkan dan memberikan
pertimbangan kepada Bupati.

d. Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan
terbukti melakukan tindakan yang merugikan keuangan
PDAM, berdasarkan laporan Kepala Bagian sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢, Bupati menerbitkan Keputusan
Bupati tentang Pemberhentikan dengan tidak hormat
anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas
yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa.

Dalam hal anggota Dewan Pengawas tidak memungkinkan
untuk menerima secara langsung Keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Bupati
tersebut disampaikan kepada salah satu anggota
keluarganya.

Bagian Kesembilan

Anggota Dewan Pengawas yang Diberhentian karena Terbukti

(1)

Melakukan Tindakan atau Bersikap yang Bertentangan
dengan Kepentingan Daerah atau Negara

Pasal 35R

Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang
disebabkan karena terbukti melakukan tindakan atau
bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah
atau Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35G ayat
(2) huruf g, diatur sebagai berikut :

a. berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
aparat Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Daerah,
dan/atau pengawas fungsional, Kepala Bagian
melakukan :

1) pengkajian dan penelitian atas hasil pemeriksaan
tersebut; dan

2) pemeriksaan kepada anggota Dewan Pengawas yang
bersangkutan.

b. hasil pengkajian dan penelitian atas hasil pemeriksaan
aparat Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Daerah,
dan/atau pengawas fungsional lainnya, serta hasil
pemeriksaan kepada Dewan Pengawas yang
bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dituangkan dalam Berita Acara.

c. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada
huruf b, Kepala Bagian melaporkan dan memberikan
pertimbangan kepada Bupati.

d. Dalam hal anggota Dewan Pengawas terbukti melakukan
tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan
kepentingan Daerah atau Negara, Bupati menerbitkan
Keputusan Bupati tentang Pemberhentikan dengan tidak
hormat anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
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Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas
yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa.

Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan
tidak memungkinkan untuk menerima secara langsung
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, Keputusan Bupati tersebut disampaikan kepada
salah satu anggota keluarganya.

BAB XIC
PEMBERIAN UANG DUKA DAN JASA PENGABDIAN
KEPADA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Anggot Dewan Pengawas yang diberhentikan
dengan Hormat
Pasal 35S

Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan
hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35H ayat (1)
diberikan uang jasa pengabdian dengan ketentuan yang
bersangkutan telah melaksanakan tugas paling sedikit 1
(satu) tahun.

Anggota Dewan Pengawas yang meninggal dunia dan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selain diberikan jasa pengabdian, juga diberikan uang
duka sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada
bulan terakhir.

Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a Anggota Dewan Pengawas dengan masa kerja sampai
dengan 1 (satu) tahun diberikan sebesar 1 (satu) kali
penghasilan yang diterima pada bulan terakhir;

b Anggota Dewan Pengawas dengan masa kerja sampai
dengan 2 (dua) tahun diberikan sebesar 2 (dua) kali
penghasilan yang diterima pada bulan terakhir;

c Anggota Dewan Pengawas dengan masa kerja sampai
dengan 3 (tiga) tahun diberikan sebesar 3 (tiga) kali
penghasilan yang diterima pada bulan terakhir;dan

d Anggota Dewan Pengawas dengan masa kerja sampai
dengan 4 (empat) tahun diberikan sebesar 4 (empat) kali
penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

Anggota Dewan Pengawas yang diangkat kembali untuk
masa jabatan berikutnya, dalam hal berhenti karena masa
jabatannya berakhir atau meninggal dunia, diberikan uang
jasa pengabdian dan/atau duka dengan berpedoman pada
ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3).
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Bagian Kedua
Anggota Dewan Pengawas yang Diberhentikan
Tidak dengan Hormat
Pasal 35T

Dewan Pengawas yang diberhentikan tidak dengan hormat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35H ayat (2), tidak
diberikan uang jasa pengabdian.

BAB XID
PEMBEBANAN ANGGARAN
Pasal 35U

Pemberian uang jasa pengabdian dan/atau uang duka kepada
anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35S, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
PDAM.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 Januari 2015

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 7 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
Cap.ttd

BAMBANG DWIYONO
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